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A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terrtang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 1 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor
806-5474 Tahun 2022,Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor
1447.1/PM.01/K.1/09/2022

B. Isi Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Noi-nor 7 Tahun 2017

tentang Pemithan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut (UU Pemilu), Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di Wllayah Kabupaten Buol sebagai upaya dalam melakukan
pencegahan pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Bluol menyampaikan beberapa
hal sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 307 UU Pemilu menyebutkan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan
Kampanye Pemilu;

2. Bahwa petaksanaan Kampanye Pemilu telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023
dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Februari Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 UU Pemilu menyatakan;

a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta
aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
Kampanye;

b. Larangan yang dimaksud dalam huruf a, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan,
seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara menyebutkan ketentuan sebagai berikut;

Pegawai ASN wajib

Pasal 24 ayat (1)

Huruf c: Meiaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN

Huruf d: Mepjaga Netralitas

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021
Tentaqg Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 5

PNS dilarang:

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, caton anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan cara;

Ikut kampanye;

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pns
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan tanda penduduk.

6. Bahwa berdasarkan Keputusane Bersama Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30
Tahun 2022, Nomor 1447. I/PM.OI/K. 1/09/2022 menyebutkan ketentuan sebagai
berikut;

KEDELAPAN : Guna Optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (PIt)/Penjabat
Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB)
pada instansi Pemerintah, wajib untuk :

a. Melaksanakan dan menyosialisasikan Keputusan Bersama ini dengan sebaik-
baiknya;

b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan
pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran
netralitas oleh pegawai ASN;
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c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas
rekomendasi KASN maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan
instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar
tetap menaati peraturan perundangundangan dan ketentuan kedinasan.

2. Seluruh Pegawai ASN waijib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan
tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang
mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

7. Bahwa berkenaan dengan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau
kepada seluruh Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta Pegawai
ASN di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Buol untuk memperhatikan ketentuan
yang telah disebutkan diatas dan wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik
serta tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang
mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua
Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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